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ABSTRAK 
WAHDANINGSI (B111 11 087) Implementasi Hak Narapidana 
Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran  Di Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Kabupaten Sinjai dibawah bimbingan H. M Said Karim 
sebagai Pembimbing I dan Dara Indrawati sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak 
narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Rumah 
Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Sinjai dan mengetahui faktor-faktor 
yang menghambat pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas II B 
Kabupaten Sinjai. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, yaitu di Rutan 
Klas II B Sinjai. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan data 
sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian diolah dan 
dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak 
pendidikan dan pengajaran bagi narapidana di Rutan Klas II B Sinjai telah 
diupayakan sebaik mungkin oleh pihak- pihak terkait dalam Rutan dengan 
mengacu pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan. Bentuk pelaksanaan pendidikan dan 
pengajaran yang diberikan kepada narapidana di Rutan Klas II B Sinjai 
meliputi pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian. Pendidikan 
kepribadian meliputi pendidikan kesadaran beragama, pendidikan 
kesadaran berbangsa, bernegara dan sadar hukum, pendidikan 
kemampuan intelektual, pendidikan kesehatan jasmani dan rohani serta 
pendidikan kesenian. Sementara pendidikan kemandirian yang diberikan 
berupa pendidikan keterampilan meliputi pendidikan keterampilan jahit-
menjahit, pendidikan keterampilan pertukangan dan pengelasan, 
pendidikan keterampilan tata boga/membuat kue, serta keterampilan 
membuat bingkai foto. 
Faktor- faktor yang menghambat pemenuhan hak narapidana 
untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai adalah waktu 
pelaksanaannya yang relatif singkat , tidak semua pola pendidikan dan 
pengajaran yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, 
faktor tenaga pengajar yang masih kurang, faktor kurangnya kemauan, 
motivasi, bakat, dan minat dari narapidana sendiri, kurangnya sarana dan 
prasarana pendidikan serta alokasi anggaran untuk pendidikan dan 
pengajaran yang minim.  
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan 
tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia 
(HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
(HAM). Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa setiap manusia 
terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta 
melekat sejak dilahirkan di muka bumi ini sebagai anugerah dari Tuhan 
Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta 
dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan- Nya.1 
Kementerian  Hukum dan HAM sebagai penyelenggara sistem 
pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan 
agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak 
pidana yang dilakukannya, sehingga narapidana dapat diterima kembali 
dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam 
pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara 
melalui pembinaan yang akan dijalani di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan.2 
                                                          
1
 Baharudin Lopa, 2001, Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights 
Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta, hlm. 149. 
2
 Sahardjo, 1994, Pohon Beringin Pengayoman, Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Departemen Kehakiman, Jakarta , hlm. 22. 
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Sistem penjara di Indonesia pada awalnya tidak jauh berbeda 
dengan negara-negara lain, yaitu sekedar penjeraan berupa 
penyiksaan, perampasan hak asasi manusia dan lebih menekankan 
unsur balas dendam dengan cara mengurung terpidana di rumah 
penjara. Untuk mewujudkan fungsi pemidanaan sebagai tempat atau 
sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan Lembaga 
Pemayarakatan, maka sistem penjara Indonesia yang sebelumnya 
dikenal penuh penyiksaan dan diskriminatif  secara berangsur- angsur 
mulai ditinggalkan melalui pemberian bimbingan dan pengayoman 
kepada narapidana. Hal ini dimaksudkan agar narapidana kelak dapat 
kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. 
Sejalan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945, Pancasila 
sebagai dasar negara di dalam sila ke- 2 yang mengatakan bahwa 
“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia 
Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus 
narapidana. Selain itu, pada sila ke- 5 mengatakan bahwa “Keadilan 
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanapun 
haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi 
dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal. Dr. 
Sahardjo adalah Menteri Kehakiman pada waktu itu yang pertama kali 
menyebutkan konsep pemasyarakatan. Dari gagasan Sahardjo inilah 
maka pada tanggal 27 April sampai dengan Mei 1964 diadakan 
Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Bandung 
3 
 
dengan merumuskan dan menetapkan 10 (sepuluh) prinsip 
pemasyarakatan yaitu:3 
1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan 
kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna 
dalam masyarakat agar mereka dapat menjalankan perannya 
sebagai warga masyarakat yang baik dan benar. 
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. 
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan 
bimbingan. 
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih 
jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus 
dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat.  
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 
mengisi waktu, atau hanya diperuntukan kepentingan negara 
saja. 
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. 
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia sekalipun ia telah tersesat. 
9. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan dalam 
waktu tertentu. 
                                                          
3
 R. Achmad, S. Soemadipradja, et al, 1979, Sistem Pemasyarakatan di 
Indonesia, Bina Cipta, Bandung, hlm. 13. 
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10.  Untuk pembinaan dan bimbingan perlu didirikan lembaga-
lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan pemindahan 
lembaga-lembaga yang berada ditengah- tengah kota ke tempat- 
tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. 
Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi 
sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial sehingga sejak bulan April 1964, sebutan rumah 
penjara secara resmi diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS) dengan mengedepankan hak asasi manusia dan pembinaan 
terhadap narapidana.4 
Setelah narapidana menjalankan kewajibannya, maka petugas 
pemasyarakatan wajib memberikan hak-hak yang dimiliki atau 
menjunjung tinggi hak-hak narapidana dalam rangka penegakan Hak 
Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hak 
narapidana menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan adalah hak untuk mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran. 
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan 
pengajaran seperti yang ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang- 
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu setiap orang berhak 
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 
                                                          
4
 Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Rafika Aditama, Bandung, hlm.124.  
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mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya 
dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 
1945 ditentukan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 
Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 
tidak terkecuali warga negara yang menjalani pemidanaan. Hal ini juga 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pendidikan dan 
pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan 
Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi 
peranannya di masa yang akan datang. 
Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa peraturan 
perundangan- undangan melindungi dan memberikan hak- hak kepada 
warga binaan khususnya hak narapidana untuk mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan. Hal inilah 
yang mendorong Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah 
dalam pelaksanaanya narapidana sudah mendapatkan hak- haknya di 
Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau belum sepenuhnya dilaksanakan di 
Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai? 
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak 
narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana untuk 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat 
pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 
Kabupaten Sinjai. 
D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
baik secara Teoritis maupun secara Praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum pidana. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi 
perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang 
Penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak- hak narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai. Lebih khusus lagi mengenai 
pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan 
pengajaran. 
2. Manfaat Praktis 
a. Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Rumah Tahanan Klas 
II B Sinjai agar dapat memberikan hak-hak bagi warga binaan 
khususnya hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran.  
b. Narapidana agar memperoleh wawasan atau cara berpikir 
bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk 
membina bukan untuk menyiksa. Dalam hal ini, agar 
narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai 
hak yang diakomodasi oleh Lembaga Pemasyarakatan, 
termasuk hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan 
pengajaran.  
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c. Masyarakat agar terbuka cakrawala dan cara pandang 
masyarakat mengenai Lembaga Pemasyarakatan, bahwa 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan 
narapidana dan narapidana adalah manusia yang juga 
mempunyai hak- hak yang harus dihormati di Lembaga 
Pemasyarakatan. 
d. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan 
pemahaman penulis mengenai hak- hak narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsepsi Hak Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
 Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan 
kesempatan untuk berobat. Pada pasal 1 angka (7) Undang- Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah 
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS). Terpidana yang dimaksud yaitu seseorang 
yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.5 
 Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang 
yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung 
jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, 
setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus 
kembali ke masyarakat.6 
 Menurut kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition), 
narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau 
pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.7 
                                                          
5
 Lihat Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Lembaga Pemasyarakatan. 
6
 Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Sejarah dan Asas-Asas Penologi, Armico, 
Jakarta, hlm. 26. 
7
 M. Marwan & Jimmy P, 2009, Kamus Hukum ( Dictionary of Law Complete 
Edition), Reality Publisher, Surabaya, hlm. 447. 
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 Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
memberikan pengertian bahwa:8 “Narapidana adalah orang hukuman 
(orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana: 
terhukum).” 
Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai 
adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 
disebutkan bahwa orang terpenjara adalah : 
a.Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara 
(Gevengenis Straff) atau suatu status/ keadaan dimana orang yang 
bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;  
b. Orang yang ditahan buat sementara;  
c. Orang di sel dan  
d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-
orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraaf) akan tetapi dimasukkan ke 
penjara dengan sah.  
Menurut Arimbi Heroepoetri, imprisoned person atau orang 
yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan 
pribadinya atas tindak kejahatan.9 
 Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
pada Pasal 1 angka (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana 
                                                          
8
 Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 774 
9
 Arimbi Heropoetri, 2003, Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh 
Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan ,Jakarta, 
hlm. 6. 
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berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada 
narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Maksud 
dari pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 
12 Tahun 1995  tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk 
melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 
sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian 
akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 
 Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu 
merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat 
dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun 
macam- macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam 
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 
yaitu:10 
Pidana pokok terdiri dari: 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
Pidana tambahan terdiri dari: 
1. Pencabutan hak- hak tertentu 
                                                          
10
 R. Soesilo, 1998, Pasal  10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP), 
Politeia, Bogor, hal. 34. 
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2. Perampasan barang- barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Tujuan adanya hukuman ini timbul karena orang yang 
melakukan pelanggaran terhadap aturan- aturan yang telah ditetapkan 
serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah 
sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan 
perbuatannya. 
Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang 
ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling 
baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan 
kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan 
keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana 
kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana. 
Rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan 
narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran 
hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi 
vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya 
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa 
hukumannya. 
Pembagian warga binaan:11 
1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan 
                                                          
11
 Lihat Pasal 1 ayat (5) sampai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang- Undang RI 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  
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2. Anak Didik Pemasyarakatan 
a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama 
sampai berumur 18 tahun (delapan belas) tahun. 
b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama 
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua walinya 
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga 
Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan 
belas) tahun. 
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah 
seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan 
(BAPAS).  
Dalam rangka memberikan pendidikan dan pengajaran 
terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat 
penggolongan narapidana atas dasar:12 
1. Umur 
2. Jenis kelamin 
3. Lama pidana yang dijatuhkan 
4. Jenis kejahatan, dan 
                                                          
12
  Lihat Pasal 12 ayat 1 Undang- Undang  No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. 
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5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 
pembinaan. 
2. Hak- Hak Narapidana 
Dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian 
tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, 
kekuasaan untuk berbuat sesuatu.13 
K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan 
bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata ius-iurus (Latin: hak) hanya 
menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat 
sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-
lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan 
umum. Pada akhir Abad Pertengahan ius dalam arti subjektif, bukan 
benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk 
sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu. Akhirnya hak 
pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari 
hukum dalam arti objektif. 
Adapun macam-macam hak terdiri atas:  
1. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam 
salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum 
atau sosial. Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran 
perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang 
                                                          
13
  Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., hlm. 381 
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telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat 
tunjangan tersebut. 
2. Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis 
saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. Contoh kasus, 
jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang 
bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria 
yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini 
melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi dengan melanggar hak 
moral para wanita yang bekerja di perusahaannya. 
3. Hak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif, jika seseorang 
bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang 
lain tidak boleh menghindari orang yang lainnya melakukan atau 
memiliki hal itu. Contoh: hak atas kehidupan, hak mengemukakan 
pendapat.  
4. Hak positif adalah suatu hak bersifat positif, jika seseorang 
berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Contoh: hak 
atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan  
5. Hak khusus yang timbul dalam suatu relasi khusus antara 
beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimilki orang satu 
terhadap orang lain.  
6. Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau 
fungsi tertentu, karena hak ini dimilki oleh semua manusia tanpa 
kecuali. Di Indonesia hak ini disebut dengan “ hak asasi manusia”.  
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7. Hak individual disini menyangkut hak yang dimiliki individu-
individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau 
mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimiliki setiap 
individu. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak 
mengemukakan pendapat.  
8. Hak Sosial, dalam hal ini bukan hanya hak kepentingan 
terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat 
bersama dengan anggota- anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak 
sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas 
pelayanan kesehatan. Hak- hak ini bersifat positif. 
 Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, pertama 
merupakan hak- hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hal ini 
adalah hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan 
hak- hak itu bertujuan untuk menjamin martabak setiap manusia. Kedua, 
hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari 
masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. 
Adapun dasar dari hak- hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah 
yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak- hak itu dan 
tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama 
tersebut di atas.14 
Menurut prinsip- prinsip untuk perlindungan semua orang yang 
berada di bawah tentu bentuk apapun atau pemenjaraan (Body of 
                                                          
14
 Syahruddin, 2010, Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam  
Melakukan Hubungan Biolgis Suami Istri, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,hlm. 11.  
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Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention 
or Imprisonment) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Persatuan 
Bangsa- Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan 
Resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran 
terhadap setiap hak- hak asasi manusia dari orang- orang yang berada 
di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, 
penahan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang 
manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang 
melekat.15 
Pengaturan hak narapidana ini harus mengacu pada hak asasi 
manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk 
menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan 
penetapan hukum Internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk 
perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus 
dikembangkan. Secara hukum Internasional standar perlakuan 
narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak 
seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain 
yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan 
harkatnya jelas termasuk dalam Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik.16 
Hak- hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari 
martabat dan melekat pada manusia yang dijamin dan dihormati 
                                                          
15
 Bahri, 2009, Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah 
Tahanan Negara, Tesis, Perpustakaan FH-UH, Makassar, hlm. 32. 
16
 Lihat pasal 7 Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik. 
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keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak- hak 
dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. 
Pasal 10 Konvensi Hak Sipil dan Politik menentukan: 
1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib 
diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati 
martabat yang melekat pada diri manusia. 
2. Tersangka, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, 
hanya dipisahkan dari orang yang telah dipidana , dan 
diperlakukan secara bebeda sesuai dengan statusnya 
sebagai orang yang belum dipidana. 
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang 
dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang 
pengadilan. 
4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama 
memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam 
memperlakukan narapidana 
Materi hak narapidana yang terdapat pada pedoman PBB 
mengenai standar peraturan untuk perlakuan narapidana yang 
menjalani hukuman (Standard Minimum Rules for the Treatment 
Prisoner) 31 Juli 1957, yang meliputi:17 
1. Buku register; 
2. Pemisahan tegur napi; 
                                                          
17
 Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 74. 
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3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki fentilasi; 
4. Fasilitas tempat sanitasi yang memadai; 
5. Mendapatkan air dan perlengkapan toilet; 
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak; 
7. Makanan yang sehat; 
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka; 
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter; 
10.  Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan 
membela diri apabila dianggap indisipliner; 
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelapdan 
hukuman badan; 
12.  Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan 
narapidana; 
13.  Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran 
resmiuntuk mendapatkan informasi dan menyampaikan 
keluhan; 
14.  Berhak untuk berkomunikasi dengan dunia luar; 
15.  Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku- buku 
yang bersifat mendidik; 
16.  Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang- 
barang berharga; 
17.  Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga 
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Dari apa yang tertulis di atas, dapat dilihat bahwa masih 
banyak aturan- aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional 
yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM narapidana 
yang masih sangat mungkin untuk diadopsi ke dalam hukum normatif di 
Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia. 
Tidak seorangpun yang berada di bawah bentuk penahan atau 
pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau 
perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. 
Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak- hak 
narapidana diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya dijelaskan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor  32 Tahun 1999 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana yang menyebutkan 
narapidana berhak untuk : 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.  
a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaan. 
b. Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan.  
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.  
a. Berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan rohani 
dan budi pekerti.  
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b. Berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi, olahraga, 
dan juga berhak atas perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur 
perlengkapan mandi.  
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
a. Jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan 
pengajaran, maka berhak memperoleh STTB (Surat Tanda Tamat 
Belajar) dari instansi yang berwenang. 
b. Berhak belajar di Sekolah Negeri, di tempat latihan kerja yang 
dikelola oleh lembaga pemasyarakatan dan di tempat kerja milik 
instansi pemerintah lainnya.  
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.  
a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan 
kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu 
bulan.  
b. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 
Umum Pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.  
c. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga 
pemasyarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi 
syarat kesehatan. 
d. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga 
pemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga 
pemasyarakatan. 
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e. Jika narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka 
narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan. 
6. Menyampaikan keluhan.  
a. Berhak menyampaikan keluhan yang benar-benar telah 
mengganggu hak asasi narapidana kepada kepala lembaga 
pemasyarakatan terhadap perlakuan petugas dan sesama 
penghuni lembaga pemasyarakatan.  
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang.  
a. Berhak mendapatkan bahan bacaan, berupa media cetak dan 
elektronik yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, yang 
menunjang pembinaan kepribadian dan tidak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Berhak membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi 
dari media massa dari luar dengan seizin dari kepala lembaga 
pemasyarakatan.  
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 
a. Berhak mendapatkan upah dan premi setelah bekerja di dalam 
lembaga pemasyarakatan.  
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya. 
a. Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau 
orang tertentu lainnya (keluarga dan rohaniawan).  
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9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).  
a. Berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani masa 
hukumannya berkelakuan baik (mentaati peraturan dan tidak 
pernah dikenakan tindakan disiplin) dan telah menjalani masa 
pidana selama 6 (enam) bulan. 
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga.  
a. Berhak memperoleh asimilasi dengan ketentuan berkelakuan baik, 
dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani 
pembinaan selama ½ (satu per dua) masa pidana.  
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.  
a. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan 
telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per 
tiga) dari masa pidana atau minimal 9 (sembilan) bulan, telah 
memenuhi syarat administrasi dan substantif, serta berkelakuan 
baik dengan syarat-syarat tertentu diantaranya adalah adanya 
masa percobaan dan syarat- syarat yang harus dipenuhi selama 
masa percobaan. 
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.  
a. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dengan ketentuan 
telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per 
tiga) dari masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani pidana 
sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum 
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tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dan lamanya cuti 
menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) 
bulan. 
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
a. Berhak akan politik, hak memilih dan dipilih dan hak keperdataan 
lainnya.  
b. Berhak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasi dari 
narapidana.  
c. Berhak menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
B. Pendidikan dan Pengajaran 
1. Pengertian Pendidikan dan Pengajaran 
Pendidikan adalah aktifitas dan usaha manusia untuk 
meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi– potensi 
pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani). 
Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan 
cita- cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan.18 
Driyarkara mengatakan, bahwa:19 
“Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. 
Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang disebut 
mendidik”. 
 
                                                          
18
 Ihsan Fuad, 2005, Dasar- Dasar Kependidikan, PT Hasdi Mahasatya, Jakarta, 
hlm, 12. 
19
 Abu Ahmadi, 2004, Psikologi Belajar, Rineka Cipta,Jakarta, hlm.21 
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Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (2) disebutkan 
“Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada 
kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Undang- Undang 
Dasar RI 1945”. 
 Undang- Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan 
Nasional Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 
Adapun mengenai istilah "pengajaran" menurut Kamus Bahasa 
Indonesia adalah:20 
1. proses, cara, perbuatan mengajar atau mengajarkan 
2. perihal mengajar; segala sesuatu mengenai mengajar  
3. peringatan (tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau 
dilihatnya 
Pendidikan dan pengajaran memiliki istilah yang berbeda tetapi 
berhubungan erat. Dalam kamus asing, dikenal istilah education dan 
instructions.  
                                                          
20
 Tri Rama K,  2013, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pengertian Pengajaran, 
Mitra Pelajar, Surabaya, hlm. 20. 
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Pendidikan lebih menitikberatkan pada pembentukan dan 
pengembangan kepribadian. Dengan demikian, pendidikan 
mengandung pengertian yang luas sedangkan dalam pengajaran 
perumusan tujuan adalah utama dan setiap proses pengajaran 
senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Untuk itu proses pengajaran harus direncanakan. Ketercapaian tujuan 
dapat dicek atau dikontrol sejauh mana tujuan itu telah tercapai.21 
Pendidikan seperti sifat sasarannya yaitu manusia, 
mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Sebagai 
proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan 
pewarisan budaya dari generasi satu ke generasi yang lain. Sebagai 
proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu 
kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya 
kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi meliputi dua 
sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa 
oleh mereka yang dewasa, dan bagi yang sudah dewasa atas usaha 
sendiri. Yang terakhir ini disebut pendidikan diri sendiri (self vorming). 
Kedua-duanya bersifat alamiah dan menjadi keharusan. Bayi yang baru 
lahir kepribadiannya belum terbentuk, belum mempunyai warna dan 
corak kepribadian yang tertentu. Ia baru merupakan individu, belum 
suatu pribadi. Untuk menjadi suatu pribadi perlu mandapat bimbingan, 
                                                          
21
 Oemar Hamalik, 2009, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan 
Sistem, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 7.  
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latihan-latihan, dan pengalaman melalui bergaul dengan lingkungannya, 
khususnya dengan lingkungan pendidikan. 
Bagi mereka yang sudah dewasa tetap dituntut adanya 
pengembangan diri agar kualitas kepribadian meningkat serempak 
dengan meningkatnya tantangan hidup yang selalu berubah. Dalam 
hubungan ini dikenal apa yang disebut pendidikan sepanjang hidup. 
Pembentukan pribadi mencakup pembentukan cipta, rasa, dan karsa 
(kognitif, afektif, dan psikomotor) yang sejalan dengan pengembangan 
fisik. 
2. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran 
Langeveld di dalam bukunya Beknopte Theiretische 
Paedagogiek mengemukakan serangkaian tujuan pendidikan dan 
pengajaran, yang saling bertautan sebagai berikut : tujuan umum, 
tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan insidental, 
dan tujuan intermedier.22 
1) Tujuan umum (tujuan lengkap, tujuan total) 
Sebagaimana telah diuraikan di dalam usaha-usaha 
pendidikan, maka tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan anak 
didik. Hal ini berarti bahwa semua aktifitas pendidikan seharusnya 
diarahkan ke sana demi tercapainya tujuan umum tersebut. 
 
 
                                                          
22
 M. Ngalim Purwanto MP, 2011, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, PT. 
Rosda, Bandung, hlm 20. 
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2) Tujuan khusus (pengkhususan tujuan umum)  
Untuk mencapai tujuan umum, kita perlu juga melewati jalan 
jalan yang khusus. Untuk mengkhususkan tujuan umum itu, kita dapat 
mempergunakan beberapa pandangan dasar (prinsip) sebagai berikut : 
a.Kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan, kesanggupan 
pembawaan, umur, dan jenis kelamin anak didik. 
b. Kita harus melihat lingkungan dan keluarga anak didik. 
c.Kita harus melihat tujuan anak didik dalam rangkaian 
kemasyarakatannya. 
d. Kita harus melihat diri kita sendiri selaku pendidik. 
e. Kita harus melihat lembaga tugas lembaga pendidikan dimana anak 
itu dididik. 
f. Kita harus melihat tugas bangsa dan umat manusia dewasa ini, dan 
disini. 
Dengan adanya berbagai pandangan dasar tersebut, tujuan 
umum pendidikan akan memperoleh corak yang khusus dengan tidak 
mengubah sifat tujuan umum. 
3). Tujuan tak lengkap (masih terpisah-pisah). 
Ini adalah tujuan yang berkaitan dengan kepribadian manusia 
dari satu aspek saja, yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup 
tertentu.Misalnya kesusilaan, keagamaan, keindahan, kemasyarakatan, 
pengetahuan, dan sebagainya. Dari masing masing aspek itu mendapat 
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giliran penanganan dalam usaha pendidikan atau maju bersama-sama 
secara terpisah. 
4). Tujuan sementara 
Tujuan sementara ini adalah titik-titik perhatian sementara, 
yang kesemuanya itu sebagai persiapan, untuk menuju kepada tujuan 
umum tersebut. Misalnya membiasakan anak suka bersih, tidak 
membuang air kecil di sembarang tempat, membiasakan anak 
berbicara sopan, melatih anak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. 
5). Tujuan insidental 
Tujuan ini sesungguhnya adalah tujuan yang terpisah dari 
tujuan umum, tetapi kadang-kadang mengambil bagian dalam nenuju 
ke tujuan umum. Misalnya, anak kadang-kadang kita ajak makan 
bersama-sama (karena merasa perlu), tetapi lain kali tidak. Anak 
kadang-kadang kita marahi (karena melakukan kesalahan), tetapi lain 
kali tidak demikian. 
6). Tujuan intermedier.  
Tujuan ini adalah tujuan yang berkaitan dengan penguasaan 
sesuatu pengetahuan dan keterampilan demi tercapainya tujuan 
sementara. 
Macam- macam tujuan pendidikan dan pengajaran dapat 
dibedakan menurut luas dan sempitnya tujuan itu, atau menurut jauh 
dekatnya jarak waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 
Berdasarkan perbedaan itu, tujuan pendidikan dan pengajaran dapat 
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dibedakan  dan disusun menurut hierarkinya sebagai berikut: Tujuan 
Umum, Tujuan Institusional, Tujuan Kurikuler, dan Tujuan 
Instruksional.23  Masing- masing tujuan tersebut secara singkat dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Tujuan Umum adalah tujuan pendidikan yang berlaku untuk seluruh 
lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu negara. 
Tujuan umum pendidikan yang berlaku di Indonesia disebut tujuan 
pendidikan nasional. Tiap- tiap negara mempunyai tujuan 
pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia 
diuraikan dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan umum atau tujuan pendidikan 
nasional tersebut merupakan dasar dan pedoman bagi penyusunan 
kurikulum untuk semua lembaga pendidikan yang ada di negara 
Indonesia dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan 
Tinggi. 
2. Tujuan Institusional adalah tujuan pendidikan yang akan dicapai 
menurut jenis dan tingkatan sekolah atau lembaga pendidikan 
masing-masing. Tujuan institusional ini tercantum di dalam 
kurikulum sekolah/ lembaga pendidikan yang menggambarkan yang 
harus dicapai setelah selesai belajar di sekolah itu. Dengan 
demikian, tujuan SMA tidak sama dengan STM dan sebagainya. 
Sebagai contoh, tujuan institusional pendidikan dasar sembilan 
                                                          
23
 Ibid, Hlm.40. 
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tahun  seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Bab II pasal 3 
menyatakan bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan 
bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk 
mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota 
masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta 
mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan 
menengah. Contoh lain, tujuan institusional SMP seperti yang 
tercantum dalam Kurikulum SMP 1975 adalah Sekolah Menengah 
Umum Tingkat Pertama disingkat SMP ialah lembaga pendidikan 
sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar yang mempersiapkan siswanya 
untuk sekolah yang lebih tinggi serta mempunyai program 
pendidikan untuk siswa yang tidak melanjutkan studinya. 
3. Tujuan Kurikuler adalah tujuan kurikulum sekolah yang telah 
diperinci menurut bidang studi atau mata pelajaran atau kelompok 
mata pelajaran. Jadi, tujuan kurikuler adalah tujuan tiap-tiap mata 
pelajaran untuk suatu sekolah tertentu. Meskipun tujuan institusional 
sekolah yang sejenis adalah sama, tiap bidang studi atau mata 
pelajaran mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. Namun 
demikian, tidak boleh dilupakan baik tujuan tiap mata pelajaran 
maupun tujuan institusional, keduanya merupakan penjabaran dari 
tujuan umum. Dengan kata lain, tujuan kurikuler tiap mata pelajaran 
tidak boleh menyimpang dari tujuan institusional lembaga 
32 
 
pendidikan yang bersangkutan dan tujuan institusional itu sendiri 
tidak boleh bertentangan dengan tujuan umum dan tujuan nasional. 
4. Tujuan Instruksional adalah tujuan pokok bahasan atau sub 
bahasan atau sub pokok bahasan. Tujuan instruksional dibedakan 
menjadi dua yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan 
instruksional khusus. Umumnya, tujuan instruksional umum dari 
tiap- tiap pokok bahasan telah dirumuskan di dalam kurikulum 
sekolah khususnya di dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran 
(GBPP). Sedangkan tujuan instruksional khusus adalah tujuan 
pengajaran yang diharapkan dapat diacapai oleh siswa pada akhir 
tiap jam pelajaran.  
Pemerintah Indonesia telah menggariskan dasar- dasar dan 
tujuan pendidikan dan pengajaran itu di dalam Undang- Undang Nomor 
12 Tahun 1954 tentang Dasar- Dasar Pendidikan dan Pengajaran 
terutama pasal 3 dan pasal 4 sebagai berikut: 
Pasal 3: Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia 
susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan 
tanah air. 
Pasal 4: Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas- asas yang 
termaksud dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan 
Indonesia. 
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Rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan 
sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat dan 
negara yang bersangkutan. Berikut ini beberapa contoh rumusan tujuan 
pendidikan yang dikemukakan dalam  Ketetapan MPRS dan MPR serta 
Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UUSPN). 
1. Di dalam TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 3 
dicantumkan “ Tujuan Pendidikan membentuk manusia Pancasila 
sejati berdasarkan ketentuan- ketentuan seperti yang dikehendaki 
Pembukaan dan Isi Undang- Undang Dasar RI 1945”. 
2. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 menyebutkan “Pendidikan Nasional 
berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketakwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, 
mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan 
mempertebal semangat kebangsaan, agar dapat menumbuhkan 
manusia- manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya 
sendiri serta bersama- sama bertanggung jawab atas pembangunan 
bangsa”. 
3. Di dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1988 dikatakan “Pendidikan 
Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, 
yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja 
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keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil 
serta sehat jasmani dan rohani. 
4. Terakhir, di dalam Undang- Undang Nomor 2  Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 4 dikemukakan 
“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, dan 
mandiri serta rasa bertanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan”. 
Rumusan tujuan umum pendidikan dalam pembukaan Undang- 
Undang Dasar RI 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Jabaran Undang- Undang Dasar RI 1945 tentang Pendidikan 
dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 
menyebutkan “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab”.  
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Jika dibandingkan dengan Undang- Undang pendidikan 
sebelumnya, yaitu Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 4 terdapat kemiripan kecuali 
berbeda dalam pengungkapannya dimana dikemukakan bahwa 
pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan pendidikan 
nasional yang dimaksud di sini adalah tujuan akhir yang akan dicapai 
oleh semua lembaga pendidikan baik formal, nonformal maupun 
informal yang berada dalam masyarakat dan negara Indonesia. 
3. Bentuk- Bentuk Pendidikan 
Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi : 
a. Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari 
pengalaman sehari- hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang 
hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga dalam 
pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, 
keluarga, organisasi. 
b. Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, 
bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. 
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Pendidikan ini berlangsung di sekolah. Jalur pendidikan formal terdiri 
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. 
c. Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara 
tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. 
Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta 
didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 
professional. 
Pendidikan nonformal meliputi: 
1. Pendidikan kecakapan hidup; 
2. Pendidikan anak usia dini; 
3. Pendidikan kepemudaan; 
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan; 
5. Pendidikan keaksaraan; 
6. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; 
7. Pendidikan kesetaraan, serta 
8. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 
peserta didik. 
Satuan pendidikan nonformal terdiri atas: 
1. Lembaga kursus; 
2. Lembaga pelatihan; 
3. Kelompok belajar; 
4. Pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 
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5. Majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.   
4. Hak Pendidikan dan Pengajaran 
Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi warga negaranya, 
sesuai dengan dasar- dasar dan tujuan negara itu sendiri. Lebih lanjut 
negara harus berusaha dan memberi kesempatan supaya semua 
warga negaranya mempunyai pengetahuan cukup tentang kewajiban- 
kewajiban sebagai warga negara dan sebagai anggota bangsa yang 
mempunyai tingkat jasmani dan rohani yang cukup, yang diperlukan 
untuk kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan tujuan 
pendidikan dan yang berlaku di negara bersangkutan.24  
Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran adalah hak 
dasar setiap warga negara. Pendidikan dan pengajaran adalah tangga 
untuk mobilitas kelas, bersama dengan pendidikan seseorang merubah 
nasibnya. Pendidikan juga sebaiknya melatih kemampuan solidaritas 
dan kepekaan. Karena dampak sosial yang besar itulah, pendidikan 
memiliki peran penting. Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak 
asasi manusia di Indonesia tidak sekedar hak moral melainkan juga hak 
konstitusional. Ini sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Dasar 
1945 (pasca perubahan), khususnya Pasal 28C ayat (1) yang 
menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan 
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 Ibid, hlm 17.  
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memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 
umat manusia. 
Di tingkat Internasional, Kovenan Internasional tentang Hak- 
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia 
melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005  dalam Pasal 13, 
negara memiliki kewajiban untuk :  
1. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara 
cuma- cuma bagi semua orang;  
2. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk 
pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia 
secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang 
layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma- cuma 
secara bertahap;  
3. Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun 
juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan 
khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara 
bertahap;  
4. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau 
diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau 
menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka;  
5. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat 
harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai 
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harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus 
ditingkatkan secara berkelanjutan.  
Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pegajaran sebagai 
narapidana di dalam LAPAS juga termasuk salah satu hak 
mengembangkan diri bagi narapidana. Sehubungan dengan itu, Sri 
Widayati Wiratmo Soekito menegaskan:25 
“ Hak asasi tidak tanpa batas, karena jika akan dilanggar hak-
hak yang sama dengan orang lain karena itu kewajiban negara 
adalah memberikan batas- batas sampai seberapa jauh hak -
hak asasi kemerdekaan dapat dijalankan dan dilindungi 
pelaksanaannya dengan mengutamakan kepentingan umum”. 
 
Mulyana W. Kusumah menyatakan bahwa:26 
“Bagi Indonesia semua (Hak- Hak Asasi Manusia) menuju pada 
penciptaan kondisi-kondisi sebagaimana yang diamanatkan 
oleh Pancasila, melalui jalan yang selaras dengan sila 
kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh karena proses 
pemerdekaan adalah pelaksanaan sila kemanusiaan yang adil 
dan beradab itu sendiri”. 
 
Hak pendidikan dan pengajaran untuk narapidana meliputi 
pendidikan kepribadian dan kemandirian. Pendidikan kepribadian 
meliputi pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran 
berbangsa, dan pembinaan kemampuan intelektual. Pendidikan 
kemandirian meliputi pembinaan kemandirian yang terdiri dari program 
pendidikan keterampilan, keterampilan untuk mendukung usaha 
industri, dan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat 
masing-masing. 
                                                          
25
 Sri Widyati Wiratmo Soekito, 1983, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, 
Jakarta, hlm. 135. 
26
 Kusuma Mulyana W, 1981, Hukum dan HAM. Alumni Bandung, Bandung hlm. 
51. 
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Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti 
pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran 
bagi tahanan berupa penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan 
bernegara dan lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan. 27 
C. Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS), dan Sistem Pemasyarakatan. 
1. Pengertian Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 
Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat 
tersangka atau terdakwa menjalani penahanannya selama proses 
penyidikan, penuntutan aau pemeriksaan di pengadilan. 
Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
juga disebutkan bahwa: 
“Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan 
para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan 
secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, 
lebih lanjut dikejaskan bahwa Rutan merupakan tempat 
pelaksanaan penahanan tetap berlandaskan pada asas 
praduga tak bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses 
pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, 
penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan”. 
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang 
Syarat- Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan 
Tanggung Jawab Perawatan Tahanan ditentukan pula: 
“Rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai 
dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan 
di pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 
                                                          
27
 Lihat Pasal 20 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, 
Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 
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tahanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 
berlaku”. 
 
Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. 
Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, 
Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan.28 
Rutan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga 
klas, yaitu Rutan Klas I ( berada di Ibukota Provinsi), Rutan Klas II A 
(berada di Kota), dan Rutan Klas II B ( berada di Kabupaten). 
Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan 
Tugas Rutan adalah : 
a) Rutan mempunyai tugas melaksanakan kepada narapidana/anak 
didik dan melaksanakan tugas perawatan tahanan. 
b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut rutan mempunyai fungsi: 
a. Melakukan pembinaan. 
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola 
hasil kerja. 
c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian bagi tahanan dan 
narapidana. 
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan. 
Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap 
kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi 
                                                          
28
 Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 
Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah 
Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. 
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di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di 
Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula 
untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga 
mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan 
informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya 
terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya 
pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang 
tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai. 
2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Dalam kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition), 
Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk 
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan.29 Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:30 
- Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu 
penyelidikan atau melakukan suatu usaha. 
- Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan 
yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen 
Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau 
tuntutan kepada hukuman/ bekas tahanan, termasuk bekas 
terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan 
                                                          
29
 M. Marwan, op.cit.,hlm. 405. 
30
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., hlm. 655   
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pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke 
masyarakat. 
Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga 
Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/ 
menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan 
secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup 
normal kembali di tengah masyarakat.  
Bertitik tolak dari Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara 
(Staatsblad 708 Tahun 1917) bahwa penjara itu dapat diartikan 
sebagai: 
1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
2. Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib 
hukum 
Menurut Ramli Atmasasmita, rumah penjara sebagai tempat 
pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk, 
antara lain:31 
a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang 
sifatnya berat.  
b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana 
diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan 
benda- benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.  
                                                          
31
 Ramli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam 
Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 44. 
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 Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wetboek Van 
Strafrecht) yang termuat dalam Pasal 14 yaitu:32 orang terpidana yang 
dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang 
dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan 
Pasal 29 KUHP.” 
Sementara dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu hal menunjuk tempat 
untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, 
begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal 
membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur 
pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah, hal tata tertib, hal 
tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur 
sesuai dengan Kitab Undang- Undang ini”.33 
Pembagian rumah penjara pada saat itu erat kaitannya dengan 
kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara 
terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka 
jalani di rumah- rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat 
ini, hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya bukan rumah 
penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan. 
Perkembangan perlakuan bagi narapidana berkaitan erat 
dengan tujuan pemidanaan. Alasan pemidanaan dapat digolongkan 
dalam tiga golongan pokok yaitu:34 
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 R. Susilo, op. cit., hlm. 38 
33
Ibid, hlm. 51.  
34
 S.R Sianturi, 1996, Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 
Alumni Anhaem- Perehaem, Jakarta, hlm. 96. 
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1. Teory absolute atau teori pembalasan  
Menurut teori ini bahwa membenarkan pemidanaan karena 
seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap 
pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan 
berupa pidana. 
2. Teory relative atau teori tujuan 
Menurut teori ini bahwa suatu kejahatan tidak mutlak arus 
diikuti suatu pidana. Penjatuhan pidana tidak cukup hanya 
dengan suatu kejahatan melainkan harus dipikirkan 
manfaatnya dari pidana itu bagi masyarakat atau bagi si 
penjahat. Dasar pemidanaan dalam teori ini adalah 
mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu 
tujuan pemidanaannya adalah mencegah atau 
menghindarkan (prevensi) dilakukannya atau pelanggaran 
hukum. Sifat prevensi itu sendiri terdiri dari prevensi umum 
yaitu jika seseorang mengetahui terlebih dahulu bahwa ia 
akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan 
kejahatan maka ia akan lebih berhati- hati. Sedangkan 
menurut prefensi khusus adalah menahan niat buruk 
pembuat, menahan pelanggar melakukan perbuatan jahat 
yang telah direncanakan. 
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3. Teori penggabungan 
Teori penggabungan muncul dikarenakan adanya 
keberatan- keberatan terhadap teori- teori pembalasan dan 
teori- teori relatif. Menurut teori- teori ini bahwa pidana 
hendaknya berdasarkan atas tujuan pembalasan- 
pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. 
Oleh karena itu, tidak hanya saja mempertimbangkan masa 
lalu (terdapat dalam teori pembalasan) tetapi juga harus bersamaan 
mempertimbangkan masa yang akan datang (yang dimaksud pada teori 
tujuan), dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan 
rasa kepuasaan bagi si hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, 
disamping kepada masyarakat. Jadi, harus ada keseimbangan antara 
pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan. 
Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak 
narapidana dan di sisi lain petugas harus dapat melaksanakan 
ketertiban dan penegakan hukum. Saat ini, seiring dengan era 
reformasi, wacana hak asasi manusia begitu gencarnya ditegakkan, 
baik itu dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Praktisi hukum, 
bahkan sampai pada masyarakat umum dengan penerapan program 
bernama keluarga sadar hukum ( kadarkum). 
Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi lembaga 
pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan 
47 
 
Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 
ayat (1) diklasifikasikan dalam 4 Klas yaitu :  
1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I; 
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A;  
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B dan 
4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas III. 
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat 
kedudukan dan kegiatan kerja.  
Lembaga Pemasyarakatan menurut Kementerian Hukum dan 
HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang 
menampung, merawat dan membina narapidana. 
Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai  tempat pemidanaan 
juga berfungsi untuk melakukan program pembinaan terhadap para 
narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan 
narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat 
menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah 
kegiatan untuk meningkatkan kualitas kepada Tuhan yang Maha Esa, 
intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan 
rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.35 
Lembaga pemasyarakatan diharapkan sebagai wadah bagi 
warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh 
berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yan 
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 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan Pasal 1 ayat ( 1) 
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dilakukan dan diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan 
hendaknya mempercepat proses resosialisasi warga binaan. 
3. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Permasyarakatan  
Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 
eksistensi dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu 
penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses 
penegakan hukum. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi 
penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang- Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 1 angka (1) bahwa 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara 
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 
dalam tata peradilan pidana.”  
Istilah Pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu 
didikan, asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang ketika 
setelah masa pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota 
masyarakat yang berguna. 
Sementara dalam Pasal 1 angka (2) Bab I Ketentuan Umum 
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995  yang dimaksud dengan 
Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan  kualitas 
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Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
yang baik dan bertanggungjawab. 
Dalam Sistem Pemasyarakatan seseorang yang bersalah itu 
bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki 
kembali ke jalan yang benar sesuai moral Pancasila. Para warga 
binaan harus dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang 
bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi 
masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke masyarakat. 
Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada 
Pasal 2 Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan 
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 
aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.  
Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” 
adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan 
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Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, 
dan manusia dengan lingkungannya. 
Fungsi sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Yang dimaksud 
dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan 
hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. 
Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga menyatakan bahwa Petugas 
pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang 
melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. 
Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan 
almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa 
Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” 
menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.36 Dengan demikian maksud dan 
tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa 
adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum 
untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada 
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 Widiada Gunakarya, 1988, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, CV. 
Armico, Bandung, hlm. 56. 
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pembinaan agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan 
lebih baik. 
Pemasyarakatan bagi terpidana dikemukakan oleh Sahardjo 
yang dikenal sebagai tokoh pembaruan dalam dunia kepenjaraan 
sebagai berikut:37 
a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia. 
b. Tiap orang adalah makluk kemasyarakatan, tidak ada orang 
di luar masyarakat. 
c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan 
bergerak. 
Istilah pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu 
adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya 
nanti dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang 
berguna. 
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan 
asas : 
a. Pengayoman;  
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;  
c. Pendidikan;  
d. Pembimbingan;  
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;  
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Koesnan, 1961, Politik Penjara Nasional, Sumur Bandung, Bandung, hlm.8. 
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f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan  
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
  Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak dianggap lagi 
sebagai objek dan pribadi yang inheren dengan tindak pidana yang 
dilakukannya. Narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki 
fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan 
dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia 
seutuhnya. 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum, Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan 
pertimbangan karakteristiknya yang unik dibandingkan Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN)/ Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) lainnya. 
Klasifikasinya adalah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Sinjai 
tidak hanya dihuni oleh para tahanan tetapi juga para narapidana yang 
berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang hanya 
dihuni oleh para narapidana. Selain itu, Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) Klas II B Sinjai dapat memenuhi informasi yang berkaitan 
dengan penulisan ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penulisan ini mencakup 2 jenis 
data, yakni: 
1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan para narapidana serta 
petugas di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Sinjai 
khususnya petugas bagian seksi pelayanan tahanan. 
2. Data sekunder, yaitu data ini dikumpulkan melalui penelitian 
kepustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada di 
54 
 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Data Sekunder diperoleh 
melalui penelusuran terhadap bahan bacaan berupa tulisan-
tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para 
ahli dan pendapat-pendapat dari pakar yang ada hubungannya 
dengan masalah yang dibahas. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data disesuaikan 
dengan jenis data yang diperlukan, antara lain : 
1. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan 
mengumpulkan data melalui literatur, buku- buku yang 
berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 
2. Studi lapangan (field research) yaitu dengan melakukan 
kunjungan ke lokasi yang sedang diteliti di Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Klas II B Sinjai, melakukan wawancara 
langsung terhadap pihak yang berkompeten diantaranya 
Kepala Sub Seksi (KASUBSI) Pelayanan Tahanan, para 
petugas Pemasyarakatan dalam hal ini Staf KASUBSI bagian 
Bimbingan Kemasyarakatan dan Bimbingan Kerja, serta 
kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 
II B Sinjai. 
D. Analisis dan Pengolahan Data 
Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara 
kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, 
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menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan 
yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu 
kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dimana 
penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas 
dan tepat perihal pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) Klas II B Sinjai. Pendekatan yang dilakukan adalah 
pendekatan yuridis empiris, yang nantinya dapat dipergunakan untuk 
memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu 
dari sudut pandang penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-
fakta yang nantinya dapat ditemui di lapangan, yang dalam hal ini 
penulis mengambil lokasi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II 
B Sinjai. 
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         BAB 4 
  PEMBAHASAN 
A. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan 
Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 
Kabupaten Sinjai 
1. Gambaran Umum Rutan Klas II B Sinjai 
Rutan Klas II B Sinjai merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
yang kedudukannya berada di bawah naungan Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Rutan ini 
terletak di jalan Teuku Umar no. 3, Kelurahan Biringere, Kecamatan 
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Letak geografis Rutan Klas II B Sinjai 
mempunyai batas- batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara kantor 
ini berbatasan dengan jalan Basuki Rahmat, sebelah timur berbatasan 
dengan jalan Wolter Monginsidi, sebelah selatan berbatasan dengan 
SMP Negeri 2 Sinjai Utara dan sebelah barat berbatasan dengan jalan 
Persatuan Raya. 
Bangunan Rutan Klas II B Sinjai meliputi halaman depan, 
bangunan utama, halaman dalam, dan pos jaga di setiap sudut 
bangunan yang dibatasi tembok keliling. Bangunan utama  terdiri atas 
portir, ruang perkantoran, ruang dharma wanita, ruang rapat, ruang 
sidang TPP, ruang konseling, koperasi, gudang dan terdapat masing- 
masing tiga ruang sel di sudut kanan dan kiri bangunan utama. Setelah 
melewati portir, terdapat ruang jaga, gudang senjata, ruang kunjungan/ 
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ruang besuk, dan taman. Memasuki halaman dalam tepatnya di bagian 
tengah terdapat sarana olahraga seperti lapangan bulu tangkis, 
lapangan volley, lapangan takraw, lapangan tennis, lapangan upacara 
dan sarana ibadah (mushollah). Kamar hunian terdiri atas dua blok, 
yaitu blok pertama terdapat di sebelah utara halaman dalam dan blok 
kedua terdapat di sebelah timur halaman dalam dengan jumlah kamar 
sebanyak 23 kamar. Selain itu, sebelah timur halaman dalam terdapat 
pula ruang pendidikan, ruang poliklinik dan gudang, sedangkan di 
sebelah barat halaman dalam terdapat ruang dapur, gudang beras, 
ruang aula, dan dua ruang bimbingan kerja.  
Visi badan hukum ini adalah menjadikan institusinya sebagai 
tempat akhir eksekusi dimana masyarakat dapat memperoleh kepastian 
hukum. Misinya adalah melaksanakan pelayanan tahanan dalam 
kerangka melindungi Hak Asasi Manusia. Rumah Tahanan Negara Klas 
II B Sinjai juga difungsikan seperti fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) karena penghuni rutan ini tidak hanya menampung para 
tahanan yang berstatus tersangka atau terdakwa, tetapi juga oleh 
narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan karena tidak adanya 
Lembaga Pemasyarakatan di kota Sinjai. 
Struktur organisasi Rutan Klas II B Sinjai menjelaskan bahwa 
adanya pekerjaan yang struktural (tersusun) yang telah ditetapkan 
kepada satu kepala yang mempunyai beberapa anggota dalam 
pelaksanaannya. Rutan Klas II B Sinjai dipimpin oleh Kepala Rutan 
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Bapak Iman Siswoyo, Bc.IP,S.H. yang bertugas dan bertanggungjawab 
terhadap seluruh proses pendidikan dan pengajaran serta segala yang 
terjadi di dalam Rutan Klas II B Sinjai. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Kepala Rutan dibantu oleh kepala-kepala bagian yang dibagi dalam 
beberapa bagian seperti Kepala Bagian Satuan Pengamanan, Kepala 
Sub Seksi Pengelolaan dan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan.  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rutan Klas II B Sinjai dapat dilihat di 
bawah ini:                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Kepala Kesatuan 
Pengamanan  
Azikin, S.H. 
Kepala Sub Seksi 
Pengelolaan 
Janci, S.Sos,M.Si. 
 
Kepala Sub Seksi 
Pelayanan Tahanan 
Lukman,S.Sos,M.M 
 
STAF KPR 
 
 
 
STAF KPR 
 
 
 
STAF KPR 
 
 
 
STAF KPR 
 
 
 
STAF KPR 
 
 
 
STAF KPR 
 
 
 
KA RUPAM I 
Staf  
Pelayanan  
Staf  
Pelayanan  
Staf  
Pelayanan  
Staf  
Pelayanan  
Staf  
Pelayanan  
Staf  
Pelayanan  
Staf 
Pengelolaan 
Staf 
Pengelolaan 
 
Staf 
Pengelolaan 
 
Staf 
Pengelolaan 
 
Staf 
Pengelolaan 
Pelayanan  
Staf 
Pengelolaan 
 
KA RUPAM II KA RUPAM III KA RUPAM IV 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
Anggota KPR 
KEPALA RUTAN 
Iman Siswoyo, Bc.IP,S.H. 
 
 
 
  
59 
 
Penulis hanya akan membahas tugas pokok dan fungsi unit 
kerja seksi pelayanan tahanan. Unit kerja seksi pelayanan tahanan 
adalah salah satu unit kerja di Rutan yang bersinggungan langsung 
dengan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran. Unit kerja ini terdiri dari tiga sub seksi diantaranya Sub 
Seksi Registrasi Dan Bimbingan Kemasyarakatan yang salah satu 
tugas pokoknya melakukan pendataan tahanan dan narapidana ke 
dalam buku register dan memasukkannya ke dalam data komputerisasi, 
Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan yang memberikan bimbingan 
dan penyuluhan serta kegiatan pendidikan, serta Sub Seksi Bimbingan 
Kerja yang mengiventarisasi keterampilan warga binaan dan melakukan 
pengajaran, pelatihan dan pembinaan, memberikan bimbingan petunjuk 
kerja dan latihan kerja, mengadakan kerjasama dengan badan diklat 
daerah guna peningkatan keterampilan bagi warga binaan, serta 
mengadakan alat-alat dan sarana pendidikan bagi warga binaan 
pemasyarakatan. 
Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas II B Sinjai, Bapak 
Lukman,S.Sos.MM saat ditemui di kantornya pada tanggal 4 November 
2014 pukul 09.15 wita menyatakan bahwa saat ini total jumlah tahanan 
dan narapidana (napi) yang menghuni Rutan tersebut adalah sebanyak 
56 (lima puluh enam) orang dari kapasitas maksimumnya yaitu mampu 
menampung 100 (seratus) orang, 30 (tiga puluh) orang di antaranya 
adalah narapidana dan sisanya sebanyak 26 (dua puluh enam) orang 
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adalah tahanan. Rutan Klas II B Sinjai mengelompokkan tahanan dan 
narapidana menjadi tiga kelompok umur yaitu narapidana anak, 
narapidana pemuda, dan narapidana dewasa. Narapidana anak telah 
berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun dan narapidana pemuda berumur 18 (delapan belas) tahun 
hingga 22 (dua puluh dua) tahun, serta narapidana dewasa berumur 
minimal 23 (dua puluh tiga tahun). Jumlah penghuni terbanyak di tahun 
2012 tercatat berada di bulan Mei yaitu sebanyak 66 (enam pulu enam) 
orang sedangkan di tahun 2013 berada di bulan Januari sebanyak 74 
(tujuh puluh empat) orang. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel 
berikut:  
Tabel 4.1 
Jumlah Tahanan dan Narapidana di Rutan Klas II B Sinjai 
Tahun 2012- 2014 
NO Tahanan dan Narapidana 2012 2013 2014 
1 Tahanan Dewasa       24 43 20 
3 Tahanan Pemuda - - 6 
4 Tahanan Anak - 3 - 
7 Narapidana Dewasa 27 16 26 
8 Narapidana Pemuda  12 9 4 
9 Narapidana Anak       4 3 - 
 Total 66 74 56 
Kapasitas   100 org 
Sumber: Rutan Klas II B Sinjai per tanggal 4 November 2014, data 
diolah. 
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Dari tabel diatas sangat dapat dilihat bahwa Rutan Klas II B 
Sinjai tidak mengalami over kapasitas. Penghuni yang menjadi 
binaannya, didominasi kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-
sabu dan kasus pembunuhan, sisanya kasus pidana umum lainnya 
seperti, pencurian, penganiayaan dan pembunuhan serta pidana 
khusus seperti kasus pidana korupsi.  
Tabel 4.2 
Data tentang Kasus Tahanan dan Narapidana 
di Rutan Klas II B Sinjai Tahun 2014 
NO Nama Kasus Jumlah 
1 Penyalahgunaan Narkoba 12 
2 Penganiayaan 8 
3 Pembunuhan 10 
4 Pencurian 4 
5 Perjudian 2 
6 Korupsi 2 
7 Dan lain- lain 18 
Sumber: Rutan Klas II B Sinjai per tanggal 4 November 2014, data 
diolah. 
2. Tahapan dan Jenis Pendidikan Bagi Narapidana di Rutan Klas II 
B Sinjai 
Tahapan pendidikan dan pengajaran yang diberikan sesuai 
dengan sistem pemasyarakatan agar narapidana dididik dan dibimbing 
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serta diarahkan kepada tujuan yang bermanfaat untuk dirinya, 
keluarganya dan bagi masyarakat setelah lepas menjalani pidananya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Rutan Klas II B 
Sinjai, maka tahapan pendidikan dan pengajaran Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan apa yang 
tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: Tahap Pertama 
menurut Bapak Lukman,S.Sos.MM selaku Kepala Seksi Pelayanan 
Tahanan, bahwa pendidikan dan pengajaran tahap I terhadap 
narapidana dilakukan sejak hari pertama narapidana masuk Rutan 
dengan sistem perkenalan dan pengenalan. Perkenalan artinya, 
memperkenalkan narapidana baru tersebut dengan petugas Rutan, 
aturan dan lingkungannya. Sedangkan pengenalan, maksudnya  
narapidana baru tersebut dikenalkan  dengan segala peraturan, tata 
tertib yang berlaku di  Rumah Tahanan Negara Klas II  B Sinjai serta 
dijelaskan secara lisan maupun tertulis tentang hak dan kewajiban, 
ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan, cara memperoleh 
keterangan dan cara mengajukan pengaduan supaya dapat 
menyesuaikan diri dengan cara hidup di Rutan. Selain itu, mereka 
sudah mulai diberikan pendidikan seperti pendidikan kesadaran 
beragama, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta 
pendidikan intelektual. Hal ini dilakukan sejak narapidana diterima 
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sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. 
Pengamatan dan penelitian terhadap narapidana dilakukan oleh Tim 
Pengamat Pemasyarakatan. Tahap Kedua adalah pembinaan 
kepribadian lanjutan. Pada tahap ini pula narapidana diberikan 
pendidikan keterampilan yang meliputi keterampilan untuk mendukung 
usaha- usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha- usaha 
industri kecil, keterampilan yang ditetapkan berdasarkan bakat masing- 
masing serta keterampilan yang mendukung usaha- usaha pertanian 
dan perkebunan. Hal ini dilakukan narapidana yang telah menjalani 
masa hukumannya diatas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari 
masa pidana yang sebenarnya, dan dalam kurun waktu tersebut 
narapidana menunjukkan sikap dan perilakunya atas hasil pengamatan 
Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tahap Ketiga adalah pembinaan 
lanjutan 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana 
sebenarnya dan sudah diperoleh kemajuan fisik, mental dan 
keterampilan maka wadah pembinaan diperluas dengan mengadakan 
asimilasi dengan masyarakat. Tahap ketiga merupakan tahap asimilasi, 
yaitu tahap pembinaan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan 
narapidana dengan masyarakat. Asimilasi yang pernah dilaksanakan di 
Rutan Klas II B Sinjai ada dua macam yaitu Asimilasi Internal (dalam 
lingkungan Rutan), kegiatannya dapat berupa membersihkan ruangan, 
mencabut rumput dikebun dalam Rutan dan menyapu, sedangkan 
Asimilasi Eksternal seperti: kerja pada pihak luar, cuti mengunjungi 
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keluarga, kerja mandiri seperti jasa mencuci kendaraan dan lain- lain. 
Tahap keempat menurut Bapak Lukman, S.Sos.MM, tahap pembinaan 
lanjutan diatas 2/3 dari masa pidananya dan yang bersangkutan dinilai 
sudah siap untuk diterjunkan kembali ke masyarakat, untuk narapidana 
dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti 
menjelang bebas. Tahap keempat merupakan tahap terakhir dimana 
narapidana sudah hampir selesai menjalani masa pemidanaannya, dan 
berhak untuk diusulkan mendapat pembebasan bersyarat setelah 
memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum akhirnya diputuskan untuk 
benar-benar bebas. Tahap pendidikan dan pengajaran yang meliputi 
empat tahap pembinaan didasarkan pada dua unsur yaitu masa pidana 
dan tingkah laku narapidana, dimana kedua unsur tersebut saling 
berkaitan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tahap 
pendidikan dan pengajaran di Rutan Klas II B Sinjai dapat dilihat dalam 
Bagan 4.2. 
Berdasarkan wawancara Kepala Sub Seksi Pelayanan 
Tahanan Klas II B Sinjai, Bapak Lukman,S.Sos.MM saat ditemui di 
kantornya pada tanggal 4 November 2014, adapun jenis pendidikan 
dan pengajaran bagi narapidana yang pernah dilaksanakan meliputi 
pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian.  
Dalam teori kepribadian, setiap orang memiliki ciri khusus dan 
unik. Kehidupan seseorang menyangkut berbagai aspek, antara lain  
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Bagan 4.2  
Tahap Pendidikan Dan Pengajaran Di Rutan Klas II B Sinjai 
Tahap Awal 
± 
1
/
3
 masa 
pidana 
A. Administrasi 
Orientasi 
B. Pendidikan: 
1. Pendidikan 
kesadaran 
beragama 
2. Pendidikan 
Kesadaran 
Berbangsa dan 
sadar hokum 
3. Pendidikan 
Kemampuan 
Intelektual 
Tahap Lanjutan 
± 
1
/
3 -
 
1
/
2
 masa pidana 
A. Pembinaan 
Kepribadian 
Lanjutan 
B. Pembinaan 
Kemandirian: 
1. Keterapilan 
untuk mendukun 
usaha- usaha 
mandiri 
2. Keterapilan untuk 
mendukun usaha- 
usaha industri kecil 
3. Keterampilan yang 
ditetapkan 
berdasarkan minat 
dan bakatnya 
masing- masing. 
4. Keterampilan untuk 
mendukung usaha- 
usaha  pertanian 
atau perkebunan 
 
Tahap Lanjutan 
± 
1
/
2 -
 
2
/
3
 masa 
pidana 
Asimilasi 
Di Dalam Rutan 
Di Luar Rutan 
 
Tahap Akhir 
± 
2
/
3
 masa 
pidana bebas 
  
CB 
CMB 
PB 
BEBAS 
Sesung
guh- 
Sunggu
hnya 
 
Tujuan 
1. Tidak 
mela
ngga
r 
huku
m 
lagi 
2. Dapat 
berpartisi
pasi aktif 
dalam 
pembang
unan 
3.Membang
un 
manusia 
mandiri 
4. Dapat 
diterima 
kembali 
dalam 
lingkung
an 
masyara
katnya 
Sumber: Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas II B Sinjai 
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aspek emosional, sosial psikologis dan sosial budaya, serta 
kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor 
lingkungan kehidupan. Untuk itu, diperlukan penguasaan situasi untuk 
menghadapi berbagai rangsangan yang dapat mengganggu kestabilan 
pribadinya. Kepribadian adalah organisasi psiko dan fisik yang dinamis 
dalam diri setiap manusia yang menentukan penyesuaian dirinya yang 
unik terhadap lingkungannya. Pendidikan kepribadian dapat membantu 
peserta didik untuk mengenal ciri, karakter, watak, jiwa, moral, 
semangat, kebiasaan, dan tingkah lakunya. Pendidikan kepribadian di 
Rutan Klas II B Sinjai meliputi:  
1. Pendidikan Kesadaran Beragama 
Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 
pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan 
peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan 
kesadaran beragama diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan 
untuk memantapkan mereka dalam menjalankan peranannya yang 
menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan 
mengamalkan ajaran agamanya.  
Semua penghuni Rutan Klas II B Sinjai beragama Islam 
sehingga pengajaran kesadaran beragama dilaksanakan di dalam 
Mushollah dan kadang kala di ruang pendidikan rutan tersebut. Materi 
pembelajaran agama yang diberikan meliputi pembelajaran Al Qur’an 
tingkat dasar yang dilaksanakan setiap hari senin oleh Bapak Lukman, 
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S.Ag., pembelajaran Al Qur’an lanjutan/ Ilmu Tajwid dan Tadarrus Al 
Qur’an yang dilaksanakan setiap hari rabu oleh Ibu Rosmawati dan Ir. 
A. Azis, pembelajaran Calistung membaca, menulis dan berhitung 
dalam bahasa Arab dilaksanakan setiap hari Jumat oleh Ibu Nur Aeni 
Amir. Pemateri atau pengajar tersebut berasal dari penyuluh agama 
Sinjai Utara. Pelaksanaan ketiga jenis materi pembelajaran tersebut 
dimulai pada pukul 09.30 wita sampai dengan pukul 12.00 wita dan 
khusus pada hari jumat pada pukul 15.30 wita dilanjutkan dengan 
pembelajaran mengenal huruf- huruf Al Qur’an dan menulis huruf- huruf 
al Qur’an. Selain materi pembelajaran keagamaan, sering pula 
diadakan pengajian dan penerimaan ceramah agama yang 
diperuntukkan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan.  
Bapak Syamsring, S.Ag adalah salah satu staf pelayanan 
tahanan yang bertindak khusus selaku pembimbing pendidikan 
keagamaan di Rutan tersebut. Adapun mengenai roster pembelajaran 
keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rutan ini secara 
rinci dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Roster Pembelajaran Keagamaan di Rutan Klas II B Sinjai 
NO Hari/ Jam Belajar Materi 
Pembelajaran 
Pemateri/ 
Pengajar 
Ket 
1 Senin/ 09.30 s.d 
selesai 
Pembelajaran Al 
Qur’an tingkat 
dasar 
-Lukman, 
S.Ag 
-Simagga 
 
Penyuluh 
Agama 
Sinjai 
Utara 
2 Rabu/ 09.30 s.d 
selesai 
Pembelajaran Al 
Qur’an lanjutan/ 
ilmu Tajwid dan 
Tadarrus Al 
Qur’an 
- Ibu 
Rosmawati 
- Ir. A. Azis 
Penyuluh 
Agama 
Sinjai 
Utara 
3 Jumat/ 09.30 s.d 
selesai 
Pembelajaran 
Calistung, 
membaca, 
menulis dan 
berhitung 
Nur Aeni Amir Penyuluh 
Agama 
Sinjai 
Utara 
4 Jumat/ 15.30 s.d 
selesai 
Pembelajaran 
mengenai 
Huruf- Huruf Al 
Qur’an dan 
Menulis Huruf- 
Huruf Al Qur’an 
Nur Aeni Amir Penyuluh 
Agama 
Sinjai 
Utara 
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Berdasarkan wawancara dan pengisian kuesioner terhadap 
narapidana, diakui bahwa mereka senang dan antusias mengikuti 
kegiatan keagamaan ini.  
2. Pendidikan Kesadaran Berbangsa, Bernegara dan Sadar Hukum 
Pengajaran pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara 
tidak terlepas dari nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas 
nasional. Identitas nasional itu sangat berhubungan erat dengan proses 
berbangsa dan bernegara. Semua warga negara termasuk  warga 
negara yang berstatus narapidana dituntut untuk memahami dan 
mengerti proses berbangsa dan bernegara karena dengan mengerti 
proses itu maka setiap warga negara akan merasa memiliki tanggung 
jawab untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 
Pendidikan sadar hukum dimaksudkan agar narapidana dapat 
mengetahui norma, hukum dan peraturan yang dilarang, diperbolehkan 
maupun dianjurkan untuk dilakukan. Narapidana tidak hanya dituntut 
dapat sadar hukum tetapi juga taat hukum agar tidak mengulang 
perbuatan yang dapat melanggar hukum.  
Pendidikan kesadaran hukum dan sadar berbangsa meliputi 
penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum yang dijadwalkan oleh petugas 
Rutan Klas II B Sinjai dilaksanakan tiga bulan sekali dari pemateri yang 
berasal dari Pengadilan Negeri. Berdasarkan wawancara dengan 3 
(tiga) narapidana yang telah menjalani masa hukuman lebih dari 1 
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(satu) tahun, mereka hanya pernah sekali mengikuti kegiatan 
penyuluhan hukum tersebut. 
3. Pendidikan Kemampuan Intelektual 
Kemampuan Intelektual merupakan suatu proses  kemampuan 
seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya 
dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang 
timbul. Kapasitas intelektual umum mencakup kemampuan-
kemampuan menalar dan menilai secara menyeluruh dalam 
menciptakan dan merumuskan arah berfikir spesifik. 
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan 
Tahanan Bapak Lukman,S.Sos.MM, pendidikan intelektual yang dapat 
diberikan kepada anak berupa pendidikan membaca, menulis dan 
berhitung seperti yang bisa didapatkan dalam pendidikan formal di 
dalam sekolah. Hal ini diperjelas dengan pernyataan bahwa jika ada 
anak pidana yang masih berstatus sebagai siswa aktif dalam sebuah 
sekolah, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat akan 
diberikan pendidikan dan pengajaran layaknya pelajaran yang diajarkan 
di sekolah mereka. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa bagi 
narapidana yang tidak lulus sekolah  dan ingin mengikuti kejar paket 
pendidikan, Paket A yang setingkat  Sekolah Dasar (SD), Paket B yang 
setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Paket C yang 
setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, juga 
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akan diberikan izin untuk mengikuti ujian di salah satu sekolah dengan 
pengawalan pegawai/ staff Rutan. Ujian kesetaraan untuk jenjang 
pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) 
atau yang sederajat ini diselenggarakan dua kali dalam setahun, yaitu 
bulan Juli dan Oktober. Para narapidana yang telah mengikuti ujian 
tersebut akan mendapat ijazah sesuai dengan peraturan yang ada. 
Seperti diketahui, pelaksanaan ujian kesetaraan nasional paket 
A, B dan C untuk tahun 2012 adalah  tanggal 16 sampai dengan 19 Juli 
2012 sedangkan untuk tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 
sampai dengan 4 Juli 2013. Akan tetapi, narapidana di Rutan ini tidak 
memanfaatkan sendiri kesempatan yang ada untuk mempergunakan 
haknya. Padahal wajib belajar 9 (sembilan) tahun adalah program 
pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia 
termasuk narapidana atas tanggung jawab pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. 
Jumlah narapidana anak di Rutan ini dari tahun 2012 hingga 
2013 adalah sebanyak 7 (tujuh) orang. Pengertian anak menurut 
Undang- Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
sedangkan anak menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak memaparkan bahwa anak adalah 
seseorang yang telah berusia 12 ( dua belas) tahun dan belum berusia 
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18 (delapan belas) tahun. Adapun mengenai data narapidana anak 
diliat dari pendidikan terakhirnya dapat dilihat dalam tabel berikut:             
Tabel 4.4 
Pendidikan Terakhir Narapidana Anak 
Di Rutan Klas II B Sinjai tahun 2012- 2013 
 
NO NAMA UMUR PENDIDIKAN MASUK BEBAS 
1 Syamsuddin 16 Tdk Tamat 
SMA 
Januari 
2012 
Agustus 
2012 
2 A. Asfar 16 Tdk Tamat 
SMA 
Januari 
2012 
4 Juni 
2012 
3 Randi 16 Tdk Tamat 
SMA 
Maret 2012 
16 Januari 
2013 
4 Awaluddin 17 Tidak tamat 
SMP 
Juli 2012 
10 Juni 
2013 
5 A. Rahmat 17 
Tidak SMA 
Agustus 
2012 
5 
September 
2012 
6 
M.Rusli 
Pagga 
13 Tidak Tamat 
SD 
November 
2012 
3 Mei 2013 
7 
Iwan 
Kamaruddin 
15 Tidak Tamat 
SD 
April 2013 3 Mei 2013 
Sumber: Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas II B Sinjai 
Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan intelektual  semua 
warga binaan pemasyarakatan termasuk narapidana lulusan S1 
(Sarjana Muda) di  Rutan Klas II B Sinjai, kegiatan yang dilakukan yaitu 
dengan memberi kesempatan untuk memperoleh informasi dari luar, 
misalnya membaca koran/majalah atau buku- buku yang tersedia di 
perpustakaan.  
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 4. Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani 
Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang 
sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara 
sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk 
memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, 
kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak 
serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia 
Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Sedangkan  pendidikan 
rohani (jiwa) adalah suatu proses pendidikan untuk mewujudkan  
perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, 
dapat menerima orang lain sebagaimana adanya serta mempunyai 
sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain.  
Pendidikan kesehatan jasmani dan rohani diperuntukkan oleh 
semua warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan kesehatan jasmani di 
Rutan Klas II B Sinjai meliputi program senam pagi yang diadakan 
setiap pagi dan memanfaatkan lapangan olahraga pada sore hari. 
Pendidikan rohani dapat diwujudkan melalui aktifitas rekreasi. 
Berdasarkan wawancara dan pengisian kuesioner terhadap beberapa 
narapidana, mereka tidak pernah mendapatkan dan menikmati kegiatan 
rekreasi seperti hiburan televisi, maupun pertandingan olahraga. 
Begitupun mengenai penyuluhan kesehatan seperti penyuluhan HIV/ 
AIDS dan penyuluhan bahaya narkoba belum pernah mereka dapatkan. 
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5. Pendidikan Kesenian 
Pendidikan seni adalah cara atau strategi menanamkan 
pengetahuan dan keterampilan dengan cara mengkondisikan peserta 
didik menjadi kreatif, inovatif, dan mampu mengenali potensi dirinya 
secara khas (karakteristiknya). 
Pendidikan kesenian yang diberikan kepada narapidana adalah 
pembelajaran seni musik elekton. Pendidikan kesenian musik ini 
diberikan pada hari jumat atau sabtu dimana pelaksanaannya 
dikondisikan dengan waktu luang para narapidana.  
Agar narapidana siap diterjunkan ke masyarakat, mereka perlu 
diberikan pendidikan kemandirian berupa bimbingan kerja, dan 
pelatihan sesuai dengan keahlian yang mereka minati. Mandiri adalah 
dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/ keinginan 
dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna 
menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan 
hidupnya dan sesamanya. Pendidikan kemandirian bagi narapidana 
sebagai peserta didik dimaksudkan agar dikemudian hari mereka dapat 
menggunakan keahliannya tersebut di luar sehingga mampu bertindak 
sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang 
lain. Pendidikan kemandirian meliputi: 
1. Pendidikan Keterampilan Jahit Menjahit 
Pendidikan keterampilan jahit- menjahit bagi narapidana wanita 
dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan kamis dengan jadwal yang 
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telah disesuaikan. Pendidikan keterampilan jahit- menjahit ini diakui 
narapidana wanita sangat membantu menghilangkan rasa jenuh dan 
rata- rata narapidana wanita memiliki bakat menjahit sehingga mereka 
senang dan antusias mengikuti kegiatan ini. Produk jahit-menjahit yang 
dibuat berupa, tirai, gorden, seprai, taplak, kain pelapis mebel, dan kain 
lap. Hasil dari pendidikan keterampilan ini telah banyak membuahkan 
hasil dimana gorden- gorden yang terpasang di seluruh ruang Rutan 
tersebut adalah hasil karya para narapidana wanita.  
2. Pendidikan Keterampilan Pertukangan dan Pengelasan 
Narapidana di Rutan Klas II B Sinjai diberikan bekal 
pengetahuan di bidang pertukangan dan pengelasan dengan maksud 
agar kelak mereka sudah siap untuk terjun di tengah-tengah 
masyarakat, atau dapat pula digunakan sebagai bekal apabila mereka 
tidak memiliki pekerjaan lain setelah mereka keluar dari Rutan tersebut. 
Pendidikan keterampilan pertukangan dan pengelasan bagi narapidana 
laki- laki dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan kamis. Untuk 
menunjang keterampilan pertukangan, Rutan ini juga telah mempunyai 
ruangan khusus beserta alat-alatnya. Kegiatan pertukangan dan 
pengelasan meliputi pembuatan ranjang, kursi, meja, lemari, dan 
kerangka spring bed. Para narapidana yang telah mengikuti kegiatan ini 
mengaku sangat senang, selain mereka dapat mengisi waktu luang dan 
menyalurkan bakatnya, mereka juga mendapat premi dari hasil 
penjualan karya mereka.  
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3. Pendidikan Keterampilan Membuat Bingkai Foto 
Pendidikan keterampilan membuat bingkai foto ini dilakukan 
oleh para narapidana wanita. Berdasarkan wawancara terhadap 4 
narapidana wanita, mereka mendapatkan dan mempelajari cara 
membuat bingkai foto dari senior mereka. Tetapi kegiatan ini tidak 
berlangsung secara rutin  dan terhenti sejak bulan September 2014. 
4. Pendidikan Keterampilan Tata Boga/ Membuat Kue 
 Tata Boga ialah pengetahuan di bidang boga (seni mengolah 
masakan/ yang mencakup ruang lingkup makanan dari persiapan 
pengolahan sampai dengan menghidangkan masakan/ makanan itu 
sendiri yang bersifat tradisional maupun modern. Berdasarkan 
wawancara terhadap narapidana yang lebih senior mereka mengakui 
telah mendapatkan pelatihan cara membuat kue, tetapi kegiatan ini 
hanya sekali berlangsung selama tahun 2014.  
 Semua pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi 
narapidana di Rutan Klas II B Sinjai diawasi oleh petugas dari staff 
pembimbingan yang dibantu oleh petugas pengamanan dan yang 
bertindak sebagai pembimbing bidang keterampilan adalah Bapak 
Haeruddin S.Sos.  
 Bentuk  Pendidikan dan Pengajaran yang masih berjalan saat 
ini di Rutan Klas II B Sinjai dapat dilihat dalam Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 
Bentuk Pendidikan dan Pengajaran di Rutan Klas II B Sinjai 
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B. Faktor- Faktor Yang Menghambat Pemenuhan Hak Narapidana 
Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah 
Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai 
1. Waktu dan bentuk pembinaan 
Waktu pelaksanaan pembinaan untuk narapidana masa pidana 
pendek relatif singkat, sehingga program pembinaan yang diberikan 
lebih banyak mengarah pada pembinaan agama dari pada pembinaan 
keterampilan. Selain itu, berdasarkan wawancara terhadap petugas dan 
narapidana, tidak semua pola pendidikan dan pengajaran yang 
dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
2. Pegawai/ Tenaga pengajar 
Pegawai atau yang sering disebut dengan sumber daya 
manusia merupakan salah satu elemen penting  dalam organisasi 
Rutan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas perawatan, bimbingan, 
dan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana. Jika ketersediaan 
jumlah SDM tersebut tidak cukup dalam pelaksanaan kerja maka 
pelaksanaan tugas- tugas tersebut tidak akan dapat berjalan sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dengan 
pegawai Rutan, untuk satu program kegiatan pendidikan dan 
pengajaran rata- rata hanya diajar oleh satu tenaga pengajar sehingga 
pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan selama ini dirasa kurang 
oleh petugas karena kurangnya tenaga pengajar sehingga petugas 
pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Sinjai dalam 
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melakukan pembinaan sesuai kemampuan yang ada. Selain itu, 
kurangnya pendidikan dan latihan teknis petugas pemasyarakatan 
Rutan Klas II B Sinjai disebabkan karena pendidikan dan latihan selama 
ini hanya diikuti sebagian kecil petugas pemasyarakatan sehingga  
pelaksanaan/ penerapan tugasnya hanya berdasarkan pada 
pengalaman yang ada. 
3. Narapidana 
Selain  sumber daya petugas yang masih kurang, juga 
sumberdaya manusia narapidana yang rendah, tentunya akan 
mempengaruhi efektifitas pendidikan dan pengajaran. Gambaran 
mengenai tingkat pendidikan narapidana yang ada di Rutan Klas II B 
Sinjai dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.6 
Tingkat Pendidikan Narapidana Di Rutan Klas II B Sinjai 
Tahun 2014 
NO 
PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
TAHUN 2014 
Tamat Tidak Tamat 
1 
Buta Huruf - 3 
2 
SD 14 11 
3 
SMP 13 - 
4 
SMA 10 - 
5 
Sarjana 5 - 
TOTAL 56 
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Sumber: Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Sinjai per 
tanggal 4 November 2014, data diolah. 
Pada tabel di atas, dapat dilihat pengaruh tingkat pendidikan 
narapidana yang ada di Rutan Klas II B Sinjai tahun 2014. Terdapat 3 
(tiga) narapidana yang tidak mengenal jenjang pendidikan atau buta 
huruf, 14 (empat belas) narapidana yang lulus pendidikan dasar, 13 
(tiga belas) narapidana lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama), 10 
(sepuluh) narapidana lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan 
hanya 5 (lima) narapidana lulusan S1 (Sarjana Muda).  
Narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan diarahkan 
untuk mau secara tulus ikhlas berperan aktif dalam kegiatan pembinaan 
tersebut. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dan pengisian 
kuisioner, narapidana belum sepatuhnya mengikuti apa yang telah 
diprogramkan petugas Rutan meskipun mereka mengetahui jenis- jenis 
dan tujuan pendidikan yang diajarkan di Rutan tersebut. Hambatan 
yang berasal dari narapidana sendiri adalah karena tidak adanya bakat, 
minat dan kemauan.  
4. Sarana dan Prasarana 
Pendidikan dan pengajaran warga binaan tidak akan berjalan 
sempurna tanpa didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan 
prasarana yang dimaksud adalah perlengkapan ibadah, perlengkapan 
pendidikan, perlengkapan bengkel kerja, dan perlengkapan olahraga 
dan kesenian. Sarana pendidikan dan pengajaran yang ada di Rutan 
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ini dinilai sudah cukup tetapi masih belum maksimal untuk menunjang 
proses pendidikan yang diinginkan. Salah satu sarana pendidikan 
keterampilan yang belum memadai adalah sarana kegiatan kerja 
seperti jahit- menjahit hanya memiliki satu mesin jahit. Meskipun 
fasilitas lapangan olahraga telah disediakan, pemanfaatannya masih 
jarang digunakan karena minimnya alat-alat perlengkapan olahraga. 
Sarana perpustakaan seperti buku- buku juga dinilai masih kurang. 
Keterbatasan sarana pendidikan seperti Ruang Pendidikan dimana 
ruang ini berfungsi ganda sebagai ruang kelas untuk belajar mengajar 
sekaligus difungsikan sebagai ruang baca atau ruang perpustakaan. 
5.  Anggaran 
Kemampuan keuangan negara dalam penyediaan anggaran 
dalam membiayai instansi-instansi pemerintah sangat terbatas, 
sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran 
item pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian narapidana. 
Agar program pembinaan dapat berjalan lancar serta tidak mengalami 
hambatan perlu dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan 
kegiatan- kegiatan yang tercakup dalam program pendidikan dan 
pengajaran tersebut.  
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BAB 5 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Rutan Klas II B Sinjai merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 
kedudukannya berada di bawah naungan Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Rutan ini 
terletak di jalan Teuku Umar no. 3, Kelurahan Biringere, Kecamatan 
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Ada empat tahapan pendidikan dan 
pengajaran yang diberikan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu 
tahap pengenalan, tahap kepribadian lanjutan, tahap asimilasi dan 
tahap masa pidana bebas. Pemenuhan hak pendidikan dan 
pengajaran bagi narapidana di Rutan Klas II B Sinjai telah 
diupayakan sebaik mungkin oleh pihak- pihak terkait dalam Rutan 
dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari 
dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan kepribadian dan pendidikan 
kemandirian. Pendidikan kepribadian meliputi pendidikan kesadaran 
beragama, pendidikan kesadaran berbangsa, bernegara dan sadar 
hukum, pendidikan kemampuan intelektual, pendidikan kesehatan 
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jasmani dan rohani serta pendidikan kesenian. Kemudian 
pendidikan kemandirian berupa pendidikan keterampilan meliputi 
pendidikan keterampilan jahit- menjahit, pendidikan keterampilan 
pertukangan dan pengelasan, pendidikan keterampilan tata boga/ 
membuat kue, serta keterampilan membuat bingkai foto. 
2. Faktor- faktor yang menghambat pemenuhan hak narapidana untuk 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai adalah waktu 
pelaksanaannya yang relatif singkat , tidak semua pola pendidikan 
dan pengajaran yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan, faktor tenaga pengajar yang masih kurang, faktor 
kurangnya kemauan, motivasi, bakat, dan minat dari narapidana 
sendiri, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta alokasi 
anggaran untuk pendidikan dan pengajaran yang minim.  
B. Saran 
1. Mengingat petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara 
Kelas II B Sinjai memiliki tugas ganda yaitu melayani dan merawat 
tahanan serta membina narapidana, maka petugas pemasyarakatan 
melalui latihan teknis petugas pemasyarakatan perlu memiliki 
kemampuan dan keterampilan yang cukup sehingga dapat 
melaksanakan tugasnya secara efektif. Selain itu, perlu adanya 
kualifikasi sertifikat bagi pegawai Rutan sebagai acuan 
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profesionalitas dalam hal memberikan pendidikan dan pengajaran 
bagi warga binaan pemasyarakatan. 
2. Agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana 
dapat berjalan secara maksimal dan tidak terhambat, pihak Rutan 
perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang 
memadai. 
3. Perlunya peningkatan keterlibatan pihak-pihak tertentu, seperti 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal menyediakan 
tenaga pendidik di dalam Rutan agar narapidana anak yang sedang 
menjalani pemidanaan tetap mendapatkan pendidikan seperti yang 
bisa didapatkan di sekolah formal. 
4. Pihak Rutan Klas II B Sinjai perlu meningkatkan kerjasama dengan 
instansi- instansi penegak hukum dan istansi lainnya dalam hal 
pemberian pendidikan dan pengajaran seperti kegiatan penyuluhan 
dari Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor, 
Keagamaan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan serta 
perlunya kerjasama dengan pihak swasta baik secara perorangan, 
kelompok, maupun perusahaan agar keterampilan yang dihasilkan 
oleh narapidana dapat mendukung usaha- usaha mandiri maupun 
industri. 
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PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER 
 
Sinjai, 5 November 2014 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan penyusunan skripsi, maka saya:  
Nama  : WAHDANINGSI  
Nim  : B 111 11 087 
Jurusan  : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin  
Judul Skripsi : Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan 
Pendidikan dan Pengajaran di Rutan Klas II B 
Kabupaten Sinjai. 
Dengan segala kerendahan hati memohon bantuan saudara/saudari, agar 
sudi kiranya meluangkan waktu sebagai responden untuk mengisi 
kuisioner penelitian saya dengan baik dan benar. Melalui kuisioner ini 
saya mengharapkan sumbangsi pikiran dan pendapat saudara. Jawaban 
saudara merupakan bantuan yang sangat berharga bagi saya guna 
memperoleh data dalam penelitian skripsi yang akan saya selesaikan. 
Data pribadi anda akan dirahasiakan dan jawaban yang anda berikan 
tidak akan menambah ataupun mengurangi hukuman saudara/saudari. 
Demikianlah permohonan pengisian kuisioner saya buat, dengan harapan 
saudara dapat bekerjasama dengan baik. Atas perhatiannya saya 
ucapkan terima kasih.  
 
 
    Hormat saya,  
 
 
 WAHDANINGSI 
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Lampiran I 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
(Informed Consent) 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia dan tidak 
keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin atas nama : WAHDANINGSI, dengan judul “Implementasi 
Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai”. 
Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif 
serta merugikan bagi saya, sehingga pernyataan yang akan saya jawab 
benar- benar dapat dirahasiakan. 
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan 
dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya. 
  
Sinjai,      November 2014 
  Responden 
 
     (                                      ) 
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Lampiran II 
KUESIONER 
Petunjuk Pengisian  
1. Jawablah pertanyaan dengan jujur dan benar  
2. Berilah tanda (X) pada jawaban yang anda anggap paling benar  
Identitas Responden  
1. Nama    :  
2. Umur    :            tahun  
3. Jenis kelamin   :  
4. Agama    :  
5. Suku bangsa   :  
6. Asal daerah   :  
7. Pendidikan terakhir  :  
8. Tindak pidana   :  
9. Lama masa hukuman :  
10. Lama masa hukuman yang telah dijalani :  
Daftar Pertanyaan  
A. Pola Pendidikan dan Pengajaran 
1. Apakah saudara mengetahui jenis- jenis pendidikan dan pengajaran di 
Rutan ini?  
a. Tidak tahu  
b. Kurang tahu  
c. Tahu  
2. Apakah saudara mengikuti kegiatan pendidikan dan pengajaran 
keagamaan?   
a. Tidak mengikuti  
b. Kadang-kadang  
c. Mengikuti  
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3. Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan pendidikan sadar hukum 
dan sadar berbangsa, seperti penyuluhan tentang hukum?  
a. Tidak mengikuti  
b. Kadang-kadang  
c. Mengikuti  
4. Apakah saudara mengikuti kegiatan pendidikan kemampuan 
intelektual? 
a. Mengikuti  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak mengikuti 
5. Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan pendidikan kesenian? 
a. Mengikuti  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak mengikuti 
6. Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan 
jasmani dan rohani seperti senam pagi dan penyuluhan tentang 
kesehatan? 
a. Mengikuti  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak mengikuti 
7. Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan? 
a. Mengikuti  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak mengikuti 
8. Selain kegiatan diatas, apakah pernah diadakan kegiatan rekreasi, 
seperti pertandingan olah raga, hiburan musik, televisi dan membaca?  
a. Tidak pernah  
b. Jarang  
c. Pernah  
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B. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran 
6. Apakah saudara mengerti tujuan pendidikan dan pengajaran yang 
diberikan kepada saudara?  
a. Ya  
b. Ragu-ragu  
c. Tidak 
7. Apakah saudara dapat mengikuti semua macam pendidikan dan 
pengajaran dengan baik?  
a. Ya  
b. Ragu-ragu  
c. Tidak  
8. Apakah materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan sudah jelas 
dan memadai? 
a. Ya  
b. Ragu-ragu  
c. Tidak  
9. Apakah saudara merasa tertarik mengikuti pola pendidikan dan 
pengajaran yang diberikan?  
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak  
10. Apakah saudara sungguh-sungguh mengikuti pola pendidikan dan 
pengajaran yang diberikan?  
a. Tidak sungguh-sungguh  
b. Kurang sungguh-sungguh  
c. Sungguh-sungguh  
11. Apakah pendidikan dan pengajaran yang dilakukan disesuaikan 
dengan minat, bakat dan kemauan saudara?  
a. Tidak  
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b. Ragu-ragu  
c. Ya  
12. Apakah pola pendidikan dan pengajaran yang dilakukan sesuai 
dengan jadwal?  
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak  
13. Pada umumnya bagaimanakah cara pengajaran yang dilaksanakan 
terhadap saudara?  
a. Secara sendiri-sendiri  
b. Secara berkelompok  
c. Secara bersama-sama  
C. Pelaksanaan dan Manfaat Pendidikan  
14. Apakah pola pendidikan dan pengajaran yang diberikan mampu 
menambah pengetahuan, keterampilan dan keimanan saudara?  
a. Tidak  
b. Ragu-ragu  
c. Ya  
15. Apakah menurut saudara, petugas sudah mempunyai keterampilan 
dalam menjalankan tugasnya?  
a. Sudah  
b. Kurang  
c. Belum  
16. Menurut pendapat saudara, bagaimanakah kualitas pendidikan dan 
pengajaran yang diberikan?  
a. Baik  
b. Cukup baik  
c. Tidak baik  
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17. Apakah para petugas membantu saudara, menjelaskan mengenai 
pola pendidikan dan pengajaran yang diberikan?  
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak  
D. Sarana dan Prasarana  
18. Apakah tersedia sarana untuk beribadah seperti mesjid dan gereja di 
Rutan ini?  
a. Tidak memadai  
b. Kurang memadai  
c. Memadai  
19. Menurut pendapat saudara bagaimana fasilitas di Rutan ini?  
a. Tidak memadai  
b. Kurang memadai  
c. Memadai  
20. Menurut pendapat saudara bagaimana fasilitas perpustakaan di Rutan 
ini?  
a. Memadai  
b. Kurang memadai  
c. Tidak memadai  
21. Menurut pendapat saudara bagaimana fasilitas kegiatan keterampilan 
di Rutan ini?  
a. Memadai  
b. Kurang memadai  
c. Tidak memadai  
22. Menurut pendapat saudara bagaimana fasilitas kegiatan pendidikan 
olahraga di Rutan ini?  
a. Memadai  
b. Kurang memadai  
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c. Tidak memadai 
23. Menurut pendapat saudara bagaimana fasilitas kegiatan pendidikan 
kesenian di Rutan ini?  
a. Memadai  
b. Kurang memadai  
c. Tidak memadai 
24. Apakah fasilitas yang ada di Rutan ini dalam kondisi baik?  
a. Ya  
b. Ragu-ragu  
c. Tidak  
25. Apakah menurut saudara perlu adanya perbaikan fasilitas yang ada di 
Rutan ini?  
a. Ya  
b. Ragu-ragu  
c. Tidak  
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DAFTAR WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA 
1. Jenis kegiatan apa saja yang saudara telah dapatkan dari petugas 
dalam rangka pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran? 
 Pendidikan Keagamaan: 
1. 
2. 
3. 
 Pendidikan sadar hukum dan berbangsa 
1. 
2.  
 Pendidikan Kemampuan Intelektual 
1. 
2. 
 Pendidikan Kesenian 
1. 
2. 
 Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani 
1. 
2. 
 Pendidikan Keterampilan 
1. 
2. 
3. 
2. Bagaimana tanggapan saudara mengenai pola pendidikan dan 
pengajaran yang dilakukan oleh Rutan Klas II B Sinjai?  
3. Bagaimana perlakuan petugas yang ada di Rutan Klas II B Sinjai 
terhadap saudara.?  
4. Apakah saudara mengikuti pendidikan dan pengajaran yang 
dilaksanakan dan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut?  
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5. Menurut saudara apakah pendidikan dan pengajaran yang 
diberikan sudah memadai dan sesuai dengan apa yang diharapkan 
masyarakat?  
6. Menurut saudara apakah pendidikan dan pengajaran yang 
diberikan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat?  
7. Apakah anda mendukung pendidikan dan pengajaran yang 
dilaksanakan oleh Rutan Klas II B Sinjai?  
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